B. SARAN

1. Pengadilan sebagai badan atau instansi yang memiliki otoritas hukum
untuk menyelesaikan perselisihan maupun sengketa seharusnya dalam
mempertimbangkan masalah hukum harus memperhatikan nilai — nilai
keadilan yang ada dalam masyarakat. Bukan hanya terpaku pada undang
— undang saja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan
putusan yang keluarkan oleh hakim pengadilan.

2. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya seharusnya apabila hendak
melakukan ~ pembatalan  perjanjian  dengan  alasan  adanya
wanprestasiharus melalui putusan hakim pengadilan, bukan secara
sepihak melakukan pembatalan. Karena menurut Pasal 1266 KUH
Perdata untuk mengakhiri suatu perjanjian dengan alasan wanprestasi
bukan merupakan batal demi hukum melainkan perjanjian tersebut dapat

dibatalkan dengan putusan pengadilan.
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